WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang...
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Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pémerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor...
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan...
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Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang — undangan;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor
4);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Surakarta...
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Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor
17);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor
6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor
29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 sebagai berikut :

1.

Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 1.486.306.028.000,00
b. Bertambah Rp. 52.540.794.479,00

Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 1.538.846.822.479,00

Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.514.431.877.000,00
b. Bertambah Rp. 158.137.868.211,00

Jumlah...
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Jumlah Belanja

Setelah Perubahan

Rp

. 1.672.569.745.211,00

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Walikota ini.

Pasal 3

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Defisit Rp. (133.722.922.732,00)
Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
Semula Rp. 61.655.387.000,00
Bertambah Rp. 106.371.237.732.00
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp. 168.026.624.732,00
b. Pengeluaran
Semula Rp. 33.529.538.000,00
Bertambah Rp. 774.164.000,00
Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan Rp. 34.303.702.000,00
Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp. 133.722.922.732,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang

Peraturan

Perincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

sebagaimana

dimaksud...
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dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.
Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah
yang diterima tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.
Pasal 6

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan keuangan dan partai politik yang diterima
tercantum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) sesuai dengan

ketentuan perundang — undangan.

Pasal...



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 AgUQfUS 2014

WALIKOTA SURAKARTA

At

FX. HADI RUDYATMOO
A2,

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 14 Agusbls 2014

SEKRETARIS/IPAERAH KOTA SURAKARTA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 27



